Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TIM QUALITY ASSURANCE KOTA BANJARMASIN
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WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka untuk membahas hasil pemeriksaan
yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib
pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna
menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Tim Quality Assurance pemeriksaan pajak daerah
Kota Banjarmasin.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3566);

Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Udang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (lembaga  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
lebaga Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 03/2013
tentang tata cara pemeriksan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
tentang pedoman penagihandan pemeriksaan pajak
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2010 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjaramasin Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Banjaramasin Nomor 7Tahun 2016 tantang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 9 );

25. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Tim Quality Asurance Pajak Daerah Kota Banjarmasin dengan
susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak
dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan;

b. Memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan
antara Wajib Pajak Dengan Pemeriksa Pajak; dan

c. Membuat risalah tim Quality Asurance pemeriksaan yang
berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan
sebagaimna dimaksud pada huruf b dan bersifat
mengikat.

Ruang lingkup tugas sebagaimana diktum KEDUA meliputi:
. Pajak hiburan;

Pajak restoran;

Pajak hotel;

Pajak Reklame;

Pajak Parkir;

Pajak Sarang Burung Walet; dan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
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Tim Quality Asurance Pemeriksaan Pajak Daerah bertanggung
jawab kepada Wali Kota Banjarmasin



KELIMA
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segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Dengan Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan pajak Daerah.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal _

WALI KOTA BANJARMASIN,

-,

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5¢ TAHUN 2022

TENTANG

TIM QUALITY ASURANCE

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM QUALITY ASURANCE KOTA BANJARMASIN

No. Jabatan Kedinasan Jabatan Dalam Keterangan
Tim

1. | Walikota Banjarmasin Pengarah |

2. | Wakil Walikota Banjarmasin Pengarah II

3. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab

4. | Asisten Bidang Administrasi Umum Koordinator
Setdako Banjarmasin

5. | Kepala Badan Pengelolaan Ketua
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kota Banjarmasin

6. | Kepala Bagian Hukum Setdako Anggota
Banjarmasin

7. | Kepala Bidang Penagihan dan Anggota
Pengawasan pada BPKPAD Kota
Banjarmasin

8. | Kepala Bidang pendataan dan Anggota
Penetapan pada BPKPAD Kota
Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

gt

IBNU SINA




